
 

 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   168   TAHUN 2026 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2026 

TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 

BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, 

BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA 

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang  : a. bahwa dengan adanya perpindahan Pegawai Negeri Sipil 

melalui mutasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Bantul, perlu menyesuaikan bendahara 

pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Bantul;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 13 

Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan 

Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 

2026; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 186); 

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 

Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2026 Nomor 35); 

 



9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2026 tentang 

Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, 

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan 

Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 

2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati 

Bantul Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna 

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara 

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara 

Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bantul Tahun Anggaran 2026; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  

 

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2026 

TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA 

PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA 

PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 

PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026. 

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya atas Keputusan Bupati Bantul 

Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, 

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara 

Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 pada 

lampirannya yaitu bendahara pengeluaran pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, sehingga Lampiran 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

 

 

 

 

 



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 1 April 2026 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd. 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bantul; 

3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; 

5. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 


